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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dan analisa yang telah
dilakukan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dari permasalahan yang
ada yaitu:

1. Terkait dengan kewenangan penghitungan kerugian Negara dalam
pembuktian tindak pidana korupsi. KPK, Kejaksaan dan Polri harus
berdasarkan hasil audit BPK, walaupun BPKP maupun akuntan publik
lainya yang memiliki kemampuan untuk menghitung kerugian negara.
tapi harus meminta pengesahan dari BPK agar tidak ada kesalapahaman
dalam hasil audit tersebut, mengingat bahwa BPK merupakan lembaga

yang diamanatkan dalam konstitusi.

2. Kendala yang dihadapi oleh BPK RI baik secara pelaksanaan maupun
secara konstitusional, vyaitu:Adanya perbedaan pandangan tentang
kewenangan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk pembuktian tindak Pidana
korupsi. Minimnya tindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari
instansi yang berwenang. BPK dalam melaksanakn tugas secara
konstitusional juga mendapat kendala, baik secara internal maupun

eksternal. Faktor internal yaitu waktu pemeriksaan yang terbatas,
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Keterbatasan sumber daya pemeriksa, Keterbatasan anggaran.Sedangkan

secara external melakukan kordinasi dengan lembaga hukum.

3. Upaya yang dilakukan BPK RI untuk mengatasi kendala-kendala yang
dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu. BPK lebih
meningkatkan komunikasi dengan lembaga hukum, BPK RI harus
meningkatkan jumlah pemeriksa atau menambah personil auditor. selain
menambah jumlah auditor BPK juga harus menyiapkan kualitas auditor,
yaitu: kompentensi dari auditor, metodologi pemeriksa, pemeriksaan

berbasis resiko dan melakukan perencanaan anggaran yang terencana.

Untuk mencapai hasil pemeriksaan yang efektif dalam melaksanakan
tugas,fungsi dan kewenangan. Badan Pemeriksa Keuangan harus
mengumpulkan informasi yang seluas-luasnya dari bentuk hasil partisipasi

masyarakat.

B. Saran

1. Kewenangan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dalam
pembuktian tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sesuai dengan apa
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23E
dan juga di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh BPK dalam melaksanakan

kewenangannya, maka dapat diberi saran sebagai berikut.
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Kendala yang dihadapi BPK dalam peleksanaan yaitu:

a. Terkait dengan perbedaan persepsi tentang kewenangan dalam
melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. KPK dan
lembaga hukum lain, boleh memintah lembaga auditor lain yang
memiliki  kemampuan untuk melakukan audite tetapi harus
berpatokan pada standar pemeriksaan keuangan agar tidak terjadi
kesalah pahaman dengan BPK.

b. Dengan minimnya tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan, maka
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Lebih
meningkatkan komunikasi dengan lembaga hukum agar proses
tindak lanjut yang dari hasil pemeriksaan yang indikasi kerugian
negara dapat diproses dengan cepat, tanpa ada yang tunggu dan di
tahan.

c. Waktu pemeriksaan BPK sempit, maka harus ada revisi undang-
undang yang terkait dengan waktu pemeriksaan. Karena waktu yang
ditentukan dalam undang-undang sangat sempit dengan jumlah
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK begitu banyak.

d. BPK dapat melakukan perekrutan tenaga auditor atau dapat memakai
tenaga ahli dari luar untuk menunjang tugas-tugas dan kewenangan
BPK agar mencapai hasil yang efektif.

e. Menyangkut dengan keterbatasan angaran, BPK harus
mengoptimalkan anggaran yang tersedia, agar tidak menjadi kendala

dalam meklasanakan tugas dan kewenangan.
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